LU

BADAN PENOAWAB PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

Jin. R.E Martadinata — Kelurahan Kisanata — Bajawa

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 01/SEK/BAWASLU-NGD/1/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Menimbang . a. bahwa dalam rangka efektifitas dan penguatan kelembagaan Badan
pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada maka perlu diangkat
Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran
Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk
sebagai Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS)
untuk mendukung Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah
Kabupaten Ngada Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5246);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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S. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 445);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai
Republik Indonesia;

9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi,
Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sckretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 181);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013
Tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jendral Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sckretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
187);

Memperhatikan : 1. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat
dan Pegawai Sckretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

[

Surat Edaran Sekretaris Jendral Bawaslu Rl Nomor
1138/ BAWASLU/SJ/KP.08/X11/2019; tanggal 27 Desember 2019,

tentang Perpanjangan Kontrak bagi Pegawai Pemerintah Non
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi,
Panwaslih Provinsi Acch, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih
Kabupaten/Kota di Aceh selama 1 (satu) bulan sampai dengan
januari 2020,

3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 49/PMK.02/2018 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

4. Dokumen POK DIPA Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur
T.A.2019 Nomor SP DIPA -115.01.2.686374/2019 tanggal 05
Desember 2018

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) TAHAPAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020

Mengangkat nama-nama sesuai formasi sebagai Pegawai pemerintan Non
Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) dengan susunan personalianya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada POK DIPA Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A.2020:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 31 Januari 2020
denga.m ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 2 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

VIDELIS DHIU, SE
Penata Tk.1-111/d
NIP. 197209062008011019
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LAMPIRAN |

! KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PE

PEMILIHAN UMUM RABUPATEN NGADA

NOMOR
TANGGAL

: DUSEK/BAWASLUNGDA2020
: 2 JANUARI 2020

NGAWAS

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

Nama

Tugas/Pekerjaan

Besamnya

Honor Tiap

Buum (Rp)

Besamya
Honor 10

Bulan (Rp)
T

VIDELIS D

k:m ¢ e Pengadmistrasi Kcuangan 2.675.000 26.750.000
2. ; Dmnmus I) J Ra!u S ﬁm Annhm Hukum 2.675.000 26.750.000
3 knsuan E nch Ralu S Psi l’cn{.admmnsu l\cu:mgm 2.675.000 26.750.000
[ )
4. | Mario Mayolus Upe. ST AT P 2675000 | 26.750.000
~a . Teknologi
- rhn “ ilibrodus D Sm SH Analisis Hukum 2.675.000 26.750.000
6. | Ansclmus Nua, SH Analisis Hukum 2.675.000 26.750.000
-~ s x - e —
7 /‘\g'uslmus Marianus  Daga, Analisis | cman'f:mlnn 2 675.000 26.750.000
S.Kom *Tfk‘nulngl
-
£ | Juliano Adam, S Kom R 2675000 | 26.750.000
Iclmlop
9. Joancs Santo Pea Mnlc ST l’tnp:dmmm.l kcpcm\\nmn 2.675.000 26.750.000
SRS, (A —— ! T
10. | Pnska Natalia Banda, S.Pd Pengadmistrasi Kepegawaian 2.675.000 26.750.000

t._..‘--., - e ——— s ———— S —— S— - - . —— —— ——————

[ 11, | Maria Frlina Wio, SL Pengadmistrasi Keuangan 2.675.000 26.750.000
12. ::1' | Vitrlyml Npaal Redo, | pongadmistrasi Keuangan 2675.000 | 26.750.000
13. | Knisostomus I')uc l\c'mmmn I\anmf 2.175.000 21.750.000
14. Rumuldus R. li Rndho kcamnmm I\nmor 2.175.000 21.750.000
15. Mamnn l)okn D()bCﬂ Prnmus.njl 2 175 000 21.750.000
16. Romnnus Theru Cleaning Service 2.175.000 21.750.000

JUMLAN 40.800.000 | 408.000.000
,'E_" 5 SEKRETARIAT

Penata Tk. | - 111/d
NIP. 197209062008011019
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